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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEFARA

WOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rongkn penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar dapat
berjalan sesuai dengan semanpal ofonomi, tertib, berdayn gunn dan
berhastl puna diperiokan Persturan Dess ;

. bahwa untuk memberfkan pedoman dalam penyusunan Pernturan Dean

dimoksud horul a dipndang perlu menetnpkan Peraturan Daerah
Enbupaten Jepara tentang Peraturan Desa.

Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentung Pembentukan Darrah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propins Jawa Tengah ;

Undang-undiang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahen Daerah

| {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaron Negarn

Nomor 3839 ) ;

. Peraturon Menterl Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang

Pencabuion bebernps Pernfuran Menteri Dalam Negeri, Keputusun
Menteri Dalom Negeri dun Instroksi Menteri Dalam Negeri  mengenai
Pelaksanusn  Undang-undang Nomor 5§ Tobun 1979 tentang
Pemerintahan Desa; '
feputusan Menteri Dalam Negeri Momor 63 Tabun 1999 tentang

Peiunjuk  Pelaksanoun  dun  Penyesunian  Peristilaban  Dalam

Penyelengearaan Pemerintnhan Dess don Kelurahan ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Unum Pengaturan Mengensi Desa

Dengun Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERATURAN
DESA,

BAB I
KETENTUAN LIMOUM

Pezaal 1

Dalam Peraturmm Doernh ind ymrg dimaksud dengan :
it Digernl adalsh Droerah Kabupaten Jepars
b. Bupat wdalsh Bupatt Jepara ;



¢. Camat adalah Camat yang wilavah kerjanya meliputi Desa yang
bersanghutan ;

d. Desn adalah kesatuan masyvarakat hubkum yang memiliki kewenangan
uniuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul don adat bstiadat setempat yang dinkui dalam
sistem Pemerintohan Moasional don berada di Daetah ;

e. FPemerintahan Diesa adalah kegiatan pemerintaban yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa

f. Pemerintah Desa adaloh Petinggi dan Peranghat Desa ;

g- Peraturan Desa adelsh semua peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi
setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;

h. Badan Perwakilan Desa yang selnjutnya disebut BPP adalah Badan
Perwakilan yang terdiri atas pemukn-pemuka masyarakal yang ada di
desa yang berfungsi mengayomi adat istindat, membuat Peraturan Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

BAR II
BENTUK PERATURAN DESA
Fasal 2

Bentuk Peraturan Desa sebagrimana tercantum dalam lampiran 1 yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah inl

BAR IN
MATERI PERATURAN DESA
Pasal 3
Hal-hal yang harus diatur dengan Peraturan Desa, meliputi :

a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa ;

Ketentuan-ketentumn yang mengatur kepentingan masyarakat Desa ;
Segaln sesuatu yang mengatur Keuangan Desa ;

Segala sesuatu yang mengafur kekayasn desa;

Segaln sesuaty yang mengatur hak, kewajiban, pembatasan, larangan, dan
sanksi kepada masyarakal Desa ;

oo h oo

FPasal 4
Peraturan Desa tidak boleh
. bertentangan dengan Kepentingan umum ;
h. berlentangan dengan perasturan peruwdang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya ;
€. mengatur urusan vang bukan wewenang Pemerintahan Desa

BaAR IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
FERATURANDESA

Pasal 5

Rancangan Perafuran Desa disusun oleh petinggi atau atss inlsiatif BPD,



Pasal &

{1) Rancangan Peraturan Desa oleh petinggl disampaikan kepada BFDuntuk
dibahas dalam rapat BPD} sesuai dengan jadwal vang telah ditetapkan,
selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum ropat hari perinma
dilaksanalan.

{2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa, maka
;:lhcl-um Rancangan Peraturan Desa disusun, Petinggl mengadakan rapat

usyawarnh dengan tokoh ma kat dan penguris  Lemba
Kemasyarakatan Desa. D o

Pasal 7

{1} Usul inisiatif BFD disampaikan kepadn Pemerintah Diesa puna diproses
sebagni Rancangan Peraturan Desa .

(2} Tata cara pembahasan Rapcangan Persturan Desa atas inisiatif BPD
mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana pembahasan Roncangan
Peraturan Desa vang divsulkan oleh Pemerintah Desa,

Pazal 8

Runcangan Peraturan Desa yang menvanghknt pembangunan Desa, disusun
oleh Petinggi dibantu Lembagn Kemasvarakatan vang merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam perencansan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

{1} Dalam rangka menetapkan Feraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang
dihadiri oleh : .
a. Sekurang-kurangnya /3 dari jumlah anggota BPD
b. Petinggi dan perangkat Dhesa ;
c. Tokoh masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemunsynrakatan Desa
sebagai peninjou yang jumiah dan kehadironnya tidak mengikat.
d. Camat atau pejabat yang mewakili.

(Z) Dlam hal jumlah unggota BPD wang hadir kurang dari jumlah
sehagnimana dimnksud dalam ayat (1) huruf a, Rapst BPD dinyatakan
tidak sah.

(3) Dalam hal rapat BFD tidak sah sebagaimana dimaksud dalam avat (1),
maka pimpinan BFD wenentukon wakiu rapat berikumya selnmbat-
lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari hari ropat pertama.

Pasal 10

{1} Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.

(2} Dalam hal penclupan Peraturan Desa sebogaimana dimaksud ayat (1)
tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan
SECATA PEMUNEUTAN stiars.

(3} Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-
kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambuoh satu dari anggeta BPD
vang hadir,

Pasal 11

(1} Peraturan Desa ditandatangoni oleh Petingpi setelah mendapatkan
persetujuan BPD

(2} Peraturan Desa scbagaimana dimaksud ayat (1), tidak memerlukon
pengesahan Bupati. )
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BAR V
BERITA ACARA
Pasal 12

(1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara Rapul
yang memuat :
a, materi Peraturan Desa yang dibahas ;
b. jumlah Anggota BPD dan unsur Lembaga Desa/Toksh-lokoh
masyarakat Desa yang hadir .
t. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat.
(2) Bentuk Berita Acara Ropat sebagaimana dimalksud ayat (1} tercantum

dalam Lampiran II yang merupaksn bagian ik terpisahksn dari
Persturan Daerah int,

BAB VI

*

PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Paszl 13

{1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Petinggi .

{2) Dalam hal pelaksanaan FPeraturan Desa mengenai pembangunan desa,
Petinggi dibantu olch Lembags Kemasyamkatan Desa.

(3) Dalam pelaksanman Peraturan  Desa, Felinggi dapat  menetapkan
kebijakan dengan Keputusan Petinggi.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 14

(1} Fengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BFD.

(2} Untuk kepentingan pengawasan represil Peraturan Desa dan Keputusan
Petinggi dizampailksn kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat

(3) Bupati berhak membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Petingpi
yang materinya bertentangan dengan Hepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tnggi tingkatannya, mengatur urusan
yang bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

BAR VIII
EKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Keputusam Diesa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada sant
herlakunya Peraturan Daersh ini dinyatakan tetap herlalm sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah inl.

(2) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Dhesa yvang bertentangan dan atau
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini segera disesuaikan.

BAB IX ...




=0 o
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peramran Daerah inl mulai berlakn pads tanggal divmdangkan.

Agar  supaya Pnthp um;::'g“ m mengetabuinys memerintahkan
penguiklangan  Perafuran ™ dengan penem dalam
Lembaran Daerah . i

Ditetaplan di Jepara
pad: bggal 12 Seplember 2000

BUPATI JEPARA

) Pte

Dra. SOENARTO

| Diundasrgkan di Jepara
Pada targgal 12 September 2000
SEERET D ARA

=" Drs. HENDRO MARTOJO
Pembinag Tk 1
NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 13 ,SERIDNO. 1



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAFRAH KARUPATEN JEPARA
NOMOR ¢ TAHUN 2000

TENTANG
FPERATURAN DESA

I. PENJELASAN TTMITM

Agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan lancar, tertib,
berdayaguna dan berhasilpuna diperiuban adanya Peraturan Desa, yang penyusunannya harus
sesual dengan aspirasi masyarakat serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mengatur wrusan yang bukan
merupakan kewenangan Pemerintah Desa.

FPeraturat Thesa merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh Peiinggi dengan
persetujuan BT secara musyawarah untuk mufakat.

Untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyasuman Peraturan Desa,
maka Berdasarkan ketentusn Pasal 51 Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 , diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Jeparn tentang Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasalt 1s/d 16 : Culmip jelas




LAMPIRAN 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor
Tahun 2000 tentang Peoraturon  Desa.

PEMUERINTAHDESA ... (1) KECAMATAN ._........... (2)
KABUPATEN JEPARA

NOMOR -......... TAHUN ........... (3}
TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM (4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGT cooonevinieraen Jf1)
Menimhang a. bahwa mmpmmmODEM@IOD@IMDDODDLDED@LD@DNDED ; (3)
b. babwa oo o o o T D i oo D0 m T e m.
Mengingat 1. L o Fraoy ra o T bk T O VY B e E s ok R I b 1 B I i
2. ML v e e v 000 Y TR T R XY R T L T T {a)
3. Dst.
Dengan Persetujuan Badoan Perwakilan Desa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN IMES.A rieh b K b ik B ik ¥k i 6 B 1 0 Evs 10k Vi i I s (1)
KECAMATAN I L. 3 I 3 I T 2 e (2}
KABUPATEN JEPARA,
TENTANG N XK TR D N P T W T X TR WY ) {4)
Pasal 1
......................................................................................... {7
Pasal 2
- - Pasal
Peraturon Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetaphan di cooveeeriereereneer (1)
pada tonggal ..........oeiann {8)
PETINGGI oo {1)
(%)
{10}
KETERANGAN :
1. Nama Desa
2. Noma Kecamualon
3. Nomor Ferataran
4. MNoma Persturan Desa { Judul )
5. Konsideran menimbang berisi Pokole-poliok pikiran yang menjadi latar belakang atau Alnsan-alasan
pemynsunan Feraturan Desa
6. Dasar Hukom mengingat { memust landasan Konstitusional Tormal dan materiel yang berkaltan

|
a

8.
9.

1k, Nama terang

langsung dengan materl Peraturan desa yang akan distur

Batang tubub Peraturan Desa Memuar materd (s Perataran desa i zendirt , perumusaonya bars
jeias dan fidak berteniangnm dengon kefemtuon peraturan Perundang-vodangan .

Tangeal penetapan Peraturan Desa

Tanda tadgam

BUPATI JEPARA

A "

¥i



LAMPIEAN T : Peraturan Daerah Knbupaten Jepara Nomor
Tahur 2000 tentang  Peraturan Desa-

LAMPIRAN : Pernfuran DS, ..o i ciiiniiiis s iiasnr i ramaa
KeCAmMALAN -\ vavervannarramarraarerm- i Ry
Kabupaten Jepara.
MNomor : Tanggal. Tahun ..o crieses

BERITA ACARA
Rapat Badan Perwakilan desa ... ...

Pada hard ol ....cvvvvnninn tanggal .. ~fahan .......... wre Pertempat di Kantor Balai
D& .onieninvianses Kecamatan ............ E:Ihupmen Jepara telah mengadakan Rapat Badan
Perwakilan Diesa dalam rangha membahas masalah :
L prsnnetigmnetias e ey e e
R R L T AR
3 e R

4. -Eh-!ll seterusnya.
Rapat Badan Prerwakilan Desa di hadiri sebagaimana daftar hadir terlampir,

Idatam rapat Badan Perwakilan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakatl mengenai
pnlr.nkapnlmk hasil pembicaraan para peserta schagai berilout :

d. dun seterusnya,

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagal betikut :

4 dan seterusnya.
Demikian Berita Acara Rapat Badan Perwakilan desa ini dibuat untuk dipergunakan

sehagaimana mestinva apabila  kemudian bari ternyata terdapat kekeliruan akan diadokan
perubahan.

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA

S P4 bdd e LLiESLLIAEELLABNENETNEET

Nama Terang

BUPATI JEFARA

Jlinle’

i SOENARTO




